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Sifat : Penting

Lampiran Do

Hal - Imbauan Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kab. Bulukumba
di-
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-undang 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

2  Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022
Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum

7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023
Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum.

B. lIsi Imbauan
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran
dan sengketa proses Pemilu pada pelaksanaan program/kegiatan tahapan Pemilihan Umum,
maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Bulukumba dalam penyelenggaraan
Pemilu :
a) Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu
Kabupaten/Kota bertugas :
a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :
1) pelanggaran Pemilu; dan
2) sengketa proses Pemilu;
b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah
kabupaten/kota, yang terdiri atas : 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
b) Pasal 5 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :
(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:
4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

2. Ketentuan dana kampanye :
a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
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tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU Pemilu) mengatur

Pasal 334 ayat (2) “Partai Politik Peserta pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya wajib
memberikan laporan awal dana Kampanye pemilu dan rekening
khusus dana Karnpanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan
KPU Kabupaten/Kota paling tambat 14 (empat belas) hari
sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu
dalam bentuk rapat umum”.

Pasal 335 ayat (2) “Laporan dana Partai politik peserta pemilu yang meliputi
penerimaan dan pengeluaran waiib disampaikan kepada kantor
akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima
belas) hari sesudah hari pemungutan suara.

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum :

Pasal 46

(1) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu terdiri dari:

a. LADK;
b. LPSDK; dan
c. LPPDK.

(2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran
yang digunakan Partai Politik dan calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan
DPRD kabupaten/kota untuk membiayai kegiatan Kampanye.

(3) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
gabungan dari Laporan Dana Kampanye Partai Politik dan calon anggota DPR,
DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 51

(1) Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota
sesuai dengan tingkatannya.

(2) LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi
satu kesatuan dengan LADK Partai Politik Peserta Pemilu dan wajib disampaikan
kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

(3) Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui
Sikadeka.

(4) Penyampaian LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling
lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan
Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59
waktu setempat.

(5) Apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan
oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan
tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau
memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan
formular MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL.

(6) Ketentuan mengenai formulir MODEL-LADK PERBAIKAN PARPOL
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(7) LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU,
KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda
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pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul
23.59 waktu setempat.

3. Ketentuan Sanksi :

a. Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (UU Pemilu) mengatur :

Pasal 338

(1) Dalam hal pengurus partai politik peserta pemilu tingkat. pusat, tingkat
provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampailan laporan awal
dana Kampanye pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU
Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal
335 ayat (2) partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa
pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah yang bersangkutan.

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023
tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum :

Pasal 118

(1) Dalam hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat pusat, pengurus
Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik
Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan LADK kepada
KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4), Partai Politik yang
bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu
pada wilayah yang bersangkutan.

4 Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas kami menghimbau kepada Pimpinan Partai
Politik Peserta Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Bulukumba untuk memastikan :
a. Pelaporan LADK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. Memastikan ketepatan waktu pelaporan LADK sesuai jadwal yang telah di tentukan
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu batas akhir
Minggu, 7 Januari 2024 paling lambat Pukul 23.59 Wita.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

2. Ketua KPU Bulukumba di Bulukumba
3. Arsip.
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